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JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 315 TAHUN 2024
TENTANG
KODE PENOMORAN NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN BADAN PEMULIHAN ASET

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dengan terbentuknya Badan Pemulihan Aset
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor
38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan Republik Indonesia, perlu dilakukan
penyesuaian terhadap penomoran naskah dinas;

b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
administrasi umum, memberikan dukungan secara
berdaya guna dan berhasil guna, serta demi terwujudnya
keseragaman yang berkaitan dengan penomoran naskah
dinas, perlu disusun kode penomoran naskah dinas di
lingkungan Badan Pemulihan Aset;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Jaksa Agung tentang Kode Penomoran Naskah Dinas di
lingkungan Badan Pemulihan Aset;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran
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KODE PENOMORAN NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN BADAN PEMULIHAN ASET

KODE PEJABAT

A. KODE PEJABAT BADAN PEMULIHAN ASET

NO KODE PEJABAT
1. | BPA Kepala Badan Pemulihan Aset
2. | BPA.1 Sekretaris Badan Pemulihan Aset
3. |BPA.1.1 Kepala Bagian Penyusunan Program, Pelaporan, dan
Penilaian
4. | BPA.1.2 Kepala Bagian Kerja Sama dan Dukungan Teknis
9. | BBPA:1.3 Kepala Bagian Umum dan Keuangan
6. | BPA.2 Kepala Pusat Manajemen, Penelusuran, dan Perampasan
Aset
7= 1-BPA2:1 Kepala Bidang Manajemen Pengelolaan Aset
8. | BPA2.2 Kepala Bidang Penelusuran dan Perampasan Aset
9. | BPA3 Kepala Pusat Penyelesaian Aset
10. | BPA.3.1 Kepala Bidang Penyelesaian Aset Tindak Pidana
11. | BPA.3.2 Kepala Bidang Penyelesaian Aset Lainnya
B. KODE PEJABAT PADA KEJAKSAAN TINGGI
NO KODE PEJABAT
1. KEJAKSAAN TINGGI ACEH
L.1.7.BPA Asisten Bidang Pemulihan Aset
2. | KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
L.2.7.BPA Asisten Bidang Pemulihan Aset
3. KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT
L.3.7.BPA Asisten Bidang Pemulihan Aset
4. | KEJAKSAAN TINGGI RIAU
L.4.7.BPA | Asisten Bidang Pemulihan Aset
o. KEJAKSAAN TINGGI JAMBI
L.5.7.BPA | Asisten Bidang Pemulihan Aset
6. | KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN
L.6.7.BPA | Asisten Bidang Pemulihan Aset
7. | KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
L.7.7.BPA I Asisten Bidang Pemulihan Aset
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WARNA KERTAS DAN MAP

1. Warna kertas dan map yang dipergunakan dalam administrasi Badan
Pemulihan Aset, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan
Negeri adalah Kuning Gading (Ivory).

Contoh :

2. Untuk surat keluar ditetapkan sebagai berikut:
a. Asli, tembusan, dan arsip surat mempergunakan kertas putih.
b. Tembusan surat untuk satuan kerja di lingkungan Kejaksaan

mempergunakan warna kertas sebagaimana dimaksud pada angka 1.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Ve

BURHANUDDIN



